
 

 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

NOMOR 67 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang         

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara                       
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara             
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara                    

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
 
 

 
 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21           

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara           
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara                   
Republik Indonesia Nomor 4614); 



20. Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 4816); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5351); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara                  
Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah                  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 
 



29. Peraturan Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 
31. Peraturan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan  Kedua atas  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011             
Nomor 310); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun  
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

serta Penyampaiannya; 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 541); 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 198); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor 45); 

38. Peraturan Daerah Nomor 4  Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4   
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 3 
Seri E); 

39. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang 
Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2008 Nomor 13); 
40. Peraturan Daerah Nomor 3  Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3  
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); 

 

 



41. Peraturan Daerah Nomor 8  Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 2); 

42. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi 
Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9); 
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 1); 

44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4  

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2); 

45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2013 Nomor 8); 
46. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Dana 

Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2011 Nomor 17); 

47. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang  Tahun  2014  Nomor  18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  18); 

 

 

 

 

 

 

 



48. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2016 Nomor 1); 
49. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2016 Nomor 10); 
50. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang 

pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2016 Nomor 5); 
51. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang 
pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2016 Nomor 8); 
52. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kempat atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 21); 

53. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 27); 
 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG   PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   TAHUN 

ANGGARAN  2016. 
 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 
a. Pendapatan 

 1. Pendapatan Asli Daerah Rp    345.783.041.953,39 
 2. Dana Perimbangan Rp 1.611.298.154.638,00 

 3. Lain lain Pendapatan Yang Sah Rp    436.203.453.168,00 

   Jumlah Pendapatan Rp 2.393.284.649.759,39 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Belanja   

 1. Belanja Tidak Langsung   

  a) Belanja Pegawai Rp 1.277.969.349.634,00 

  b) Belanja Bunga Rp                        - 
  c) Belanja Hibah Rp      17.893.600.000,00 

  d) Belanja Bantuan Sosial Rp        1.514.317.000,00 

  e) Belanja Bagi Hasil Rp        5.538.073.000,00 
  f) Belanja Bantuan Keuangan Rp    290.967.589.695,00 

  g) Belanja Tidak Terduga Rp           280.304.000,00 

   
 

Rp  1.594.163.233.329,00 

 2. Belanja Langsung   

  a) Belanja Pegawai Rp      64.190.953.986,00 
  b) Belanja Barang dan Jasa Rp    387.161.956.171,00 

  c) Belanja Modal Rp    465.361.607.902,00 

   Rp    916.714.518.059,00 

   Jumlah Belanja Rp   2.510.877.751.388,00 
 

   Surplus/(Defisit) Rp  (117.593.101.628,61) 

 
c. Pembiayaan   

 1. Penerimaan Rp 156.099.506.859,46 

 2. Pengeluaran Rp 16.256.108.102,00 
   Jumlah Pembiayaan netto Rp 139.843.398.757,46 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp   22.250.297.128,85 

 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
                                                  

 
Ditetapkan di  Sumedang 

pada tanggal 4 Agustus 2017                
  

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 

 
EKA SETIAWAN 

 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 4 Agustus 2017                  
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 

ZAENAL ALIMIN 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2017 NOMOR 67 
 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 
UJANG SUTISNA 

NIP. 19730906 199303 1 001 

 


